
SALINAN

PRESIDE N
REPUBLIK INOONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2OO9

TENTANG

TATA CARA PENOENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

DI BIDANG CUIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang; balrwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagair,rana
telah diubatr dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7
tentang Perubahan atas Undang-(Jndang Nomor 1 1 Tahun
1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Pemerinrah
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa
Denda di Bidang Cukai;

Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Unrtang-Undang Dasar Negara Repubiik
Indoneeia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun t9g5 N'mor
76, Tambalran Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 36f g) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
V.{"nS Nomor 39 Tatrun 2OOT tentang perubahan ata.s
Undangundang Nomor 1l rahun 1g9s tentang cukai
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor
105, Tarnbatran Ircmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a755);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAI.I PEMERINTAH Ttci\t-nNc TATA .ARAPENOENAAI{ SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DE)ND^. DI
BIDANC} CUI(AI.

2
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Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 1 I Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai,

2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap
barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau
karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan,
halaman, dan lapangan yang merupakan bagian
daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan
barang kena cukai danlatau untuk mengemas barang
kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.

4. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan
pabrik.

5. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau
lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang
dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai
benrpa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan
tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

6. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang y.ing
mengusahakan tempat penyimpanan.

7. Tempat Penjualan Ecerau adalah Lempat untuk mcrljuarl
secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.

8. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah orar,g
yang mengusahakan tempat penjualan eceran,

9. Penyalur adalah orang yang mcnyalurkan atau mcrtjr,tal
barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya ) ang
semata-mata ditujukan bukan kepacia konsumen akhir.

10. Importir Barang Kena Cukai adalah orang yang melakukan
kegiatan memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah
pabean.

1 l. Pejabat
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11. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat -lenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertcnLu
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang.

Pasal 2

(1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya
terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang.

(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimakstrd
pada ayat (1) besarnya dinya.takan dalam:
a. nilai rupiah tertentu;
b. kelipatan tertentu dari nilai cukai;
c. persentase tertentu dari nilai cukai;
d. nilai nrpiah minimum sampai dengan maksimum;

atau
e. kelipatan minimum sampai dengan maksimum darr

nilai cukai.

Pasal 3

(1) Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang
dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, ditetapkan
sesuai dengan Undang-Undang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
untuk Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 168, dan pasal
39 ayat (2) Undang-Undang

Pasal 4

(1) Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang
dinyatakan dalam kelipatan tertentu dari nilai cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hunrl b
diperoleh dari hasil:
a. perkalian kelipatan tertentu dengan nilai cukar clari

barang kena cukai yang tidak diberitahukan; arau
b. perkalian kelipatan tertenru dengan nilai cukai darr

barang kena cukai yarlg dikeluarkan,

(2) Ketentuarn
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(21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berlaku untuk Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang dan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berlalnr untuk Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 5

(1) Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang
dinyatakan dalam persentase tertentu dari nilai cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
diperoleh dari hasil perkalian persentase tertentu dengan
nilai cukai yang terutang.

(21 Ketentuan sebagaimana dimaks-rrd pada ayat (1) berlaku
untuk Pasal 7A ayat (7) dan avat (8) Undang-Undang.

Pasal 6

(1) Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang
dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan
maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayaL (2)
huruf d, dilaksanakan berdasarkan berapa kali
pelanggaran dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) berlaku
untuk Pasal 14 ayat (7), Pasal '25 ayat (4a1, Pasal 26 ay-at
(3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35 ayar (4),
Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang.

Pasal 7

setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi
administrasi benrpa denda paling sedikit Rp2o.ooo.o0o,o0 (dua
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200,000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sebagaimana din:aksud dalam pasal 14 ayat
(7) Undang-Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa
denda ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai

sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp2O.O00.0OO,0O (dua puluh juta rupiah);

b. apabila
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apabila pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sar-rksi
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
apabila pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kali
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
apabila pelanggaran dilakukan keempat kaii, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 7 (tujuh) kali
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
apabila pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih,
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang
melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4a)

Undang-Undang, pengenaan sankst administrasi berupa denda
ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5 (lima) Lahun
terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp10,000.000,00
(sepuluh juta rupiah);

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sar:ksr
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau

e. pelanggaran dilakukan kelima' kali atau lebih, dikenar
sanksi administrasi berupa denda sebesar
RpSO.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9
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Pasal 9

Pengusalra Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang
melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-
Undang, pengena€rn sanksi administrasi berupa denda
ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5 (lima) tahun
terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu
juta rupiah);

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kali
Rp 1 .000.000,00 (satu juta rupiah);

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 7 (tujuh) kali
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau

e. pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksr
administrasi berupa denda paling sedikit RpS.000.000,00 (lima
juta rupiah) dan paling banyak RpSO.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ay'aL (4)

Undang-Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa der-rda
ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5 (lima) tahun
terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksr

administrasi berupa denda sebesar RpS.OOO.OOO,OO (iinrer
juta rupiah);

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga; kali
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kali
RpS.000.000,00. (lima juta rupiah) ;

d. pelanggaran
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pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi bempa denda sebesar 7 (tu1uh) kali
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 1 1

Pengusaha Tempat Penyimpanan yang melakukan pelanggaran
dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagarmana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang, pengenaar'l
sanksi administrasi berupa denda ditetapkan dengan
ketentuan apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi benrpa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah);

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 5 (lima) kali
RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 7 (tujuh) kali
RpS.000,000,00 (lima juta rupiah); atau

e. pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi
administrasi benrpa denda paling sedikit Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta nrpiah) sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 35
ayat (41 Undang-Undang, pengenaan sanksi administrasi
berupa denda ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5
(lima) tahun terakhir:

a pelanggaran
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pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksr
administrasi berupa denda sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);
pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 3 (tiga) kali
Rp 1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 5 (lima) kali
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 7 (tujuh) kali
Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 13

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir
Barang Kena Cukai, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan
Eceran, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan
fasilitas pembebasan cukai yang melakukan pelanggaran dan
dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat l2l Undang-
Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa denda
ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5 (lima) tahun
terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi benrpa denda sebesar Rp25.000.0O0,00 (dua
puluh lima juta rupiah);

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
' administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kalr
Rp25.OOO.OOO,OO (dua puluh lima juta rupiah);

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 7 (tujuh) kalr
Rp25.O00.000,00 (dua puluh lima juLa rupiah); atau

c

d

e

e. pelanggaran

,
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pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp25O.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

Pasal 14

Setiap orang atau pengangkut yang melakukan pelanggarar-r
dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit
Rp2.50O.000,O0 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan palrr-rg

banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) Undatrg-
Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa dt:ndit
ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5 (lima) Lahtttr
terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksr

administrasi berupa denda sebesar Rp2.500.000,00 (dr-ta
juta lima ratus ribu rupiah);

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kali
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

d. pelanggaran dilaktrkan keempat kali, dikenai sanksr
administrasi berupa denda sebesar 7 (tujuh) kali
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atar-r

e. pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 15

(1) Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang
dinyatakan dalam kelipatan minimum sampai dengan
maksimum dari nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf e, dilaksanakan berdasarkan berapa
kali pelanggaran dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) berlaku
untuk Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (3),
Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (2a), dan Pasal 32 ayctL 2y
Undang-Undang.

Pasal 16
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Pasal 16

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir
Barang Kena Cukai, atau setiap orang yang melakukan
pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak i0
(sepuluh) kali nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) Undang-Undang, pengenaan sanksi administrasi
berupa denda drtetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5
(lima) tahun terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai
yang sehanrsnya dibayar;

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 6 (enam) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar;

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 8 (delapan) kali nilai
cukai yang sehanrsnya dibayar; atau

e. pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 (sepuluh,;
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 17

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir
Barang Kena Cukai, atau setiap orang yang melakukan
pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi berupa denda
paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak lO
(sepuluh) kati nilai cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (3) Undang-Undang, pengenaan sanksi administrasi
berupa denda ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5
(lima) tahun terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar;

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administraei berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai
cukai yang sehamsnya dibayar;

c. pelanggaran
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pelanggaran dilakukan ket,ga kali, dikenar sar,ksr
administrasi berupa denda sebesar 6 (enam) kali nilari
cukai yang sehanrsnya dibayar;
pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 8 (delapan) kali niiai
cukai yang sehanrsnya dibayar; atau
pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, diker-rai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 (sepuluh)
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 18

Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan yang
melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang, pengenaan sanksi
administrasi berupa denda ditetapkan dengan ketentuan
apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai
dari barang kena cukai yang kedapatan kurang atau lebih;

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai
cukai dari barang kena cukai yang kedapatan kurang atau
lebih;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 6 (enam) kali nilai
cukai dari barang kena cukai yang kedapatan kurang atau
lebih;

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 8 (delapan) kali nilai
cukai dari barang kena cukai yang kedapatan kurang arau
lebih; atau

e. pelanggaran dilakukan kelima kali arau tebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 (sepuluh)
kali nilai cukai dari barang kena cukai yang kedapatan
kurang atau lebih.

Pasal 19
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Pasal 19

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi
administrasi benrpa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai
dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang, pengenaan
sanksi administrasi berupa denda ditetapkan dengan
ketentuan apabila dalam 5 (lima) tahun terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai
yang seharusnya dibayar;

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksr
administrasi benrpa denda sebesar 4 (empat) kali nilai
cukai yang seharusnya dibayar;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 6 (enam) kah nilai
cukai yang seharusnya dibayar;

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 8 (delapan) kali nilai
cukai yang sehanrsnya dibayar; atau

e. pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 10 (sepuluh)
kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 20

Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yarlg
melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi administrasr
berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paring
banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (2a) Undang-Undang, pengenaan sanksi
administrasi berupa denda ditetapkan dengan ketenLu:ir-r
sebagai berikut:
a. apabila pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenarr

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nrlar
cukai yang sehanrsnya dilunasi;

b. apabila pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 4 (empat) kali nrlai
cukai yang seharusnya dilunasi;

c, apabilar
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apabila pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 6 (enam) kali nilai
cukai yang seharusnya dilunasi;
apabila pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 8 (delapan) kali
nilai cukai yang seharusnya dilunasi; atau
apabila pelanggaran dilakukan kelima kali atau lebih,
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10
(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dilunasi.

Pasal 2 1

Pengusaha Pabrik, Importir Barang Kena Cukai, Penyalur, atau
Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, yang pelunasan
cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan
tanda pelunasan cukai lainnya yang melakukan pelanggaran
dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2
(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali niiar
cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-
Undang, pengenaan sanksi administrasi berupa denda
ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam 5 (lima) tahun
terakhir:
a. pelanggaran dilakukan pertama kali, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai
dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang
didapati telah dipakai;

b. pelanggaran dilakukan kedua kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai
cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
yang didapati telah dipakai;

c. pelanggaran dilakukan ketiga kali, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 6 (enam) kali nilai
cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya
yang didapati telah dipakai;

d. pelanggaran dilakukan keempat kali, dikenai sanksi
administrasi benrpa denda sebesar 8 (derapan) kali nilai
cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai rainnya
yang didapati telah dipakai; atau

e. pelanggaran dila}rrkan kelima kali atau lebih, dikenai
sankei adminietrasi berupa denda sebesar 10 (sepuluh)
kati nilai cukai dari pita cukai atau tanda pelunasan cukai
lainnya yang didapati telah dipakai.

Pasal 22
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Pasal 22

(1) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda ditetapkan
oleh pejabat bea dan cukai dalam bentuk surat tagihan.

(2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat identitas yang dikenai
sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya sanksi
administrasi berupa denda, dan tanggal jatuh tempo
pembayaran.

Pasal 23

Pelanggaran yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dan ditemukan setelah berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, besarnya sanksi administrasi berupa denda
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang cukai yang meringankan setiap orang.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi
Adrninistrasi di Bidang Cukai lLembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 1996 Nomor 39, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Numor 3629), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2OO9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
'rA Perekonomian dan Industri,

" t|1

)--
1(

o
,r.lt)

NUGROHO

I

-."1.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2OO9

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

DI BIDANG CUKAI

I. UMUM

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO7 Lentztt-tg

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
terdapat beberapa penrbahan materi sanksi administrasi berupa denda.
Sebagai dampaknya, perlu perubahan dengan mengganti Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sankst
Administrasi di Bidang Cukai yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Substansi pokok perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain
berupa pemberatan atas sanksi administrasi berupa denda dalam rangka
lebih memberikan efek jera dan adanya beberapa substansi sanksi
administrasi berupa denda baru. Dalam rangka memudahkan
pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda di lapangan,
dilakukan juga perubatran terhadap sistematika penyusunannya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, tingkat pelanggaran diterapkan untul<
pelanggaran dalam pasal yang sama. Sehingga apabila orang melanggar
masing-masing satu kali untuk pelanggaran yang berbeda tidak dihitung
melakukan 2 (dua) kali pelanggaran.

Penentuan jumlah pelanggaran yang berpengaruh terhadap pengenaan
sanksi administrasi berupa denda dilakukan berdasarkan jumiah
kegiatan pengawasan, pemeriksaan, atau audit cukai yang menghasilkan
adanya temuan pelanggaran. Misalnya, dalam satu surat penugasan
pengawasan, pemeriksaan, atau audit cukai ditemukan satu atarl
beberapa kali pelanggaran, maka dihitung hanya satu kali pelanggaran
untuk masing-masing pasal yang dilanggar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
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Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam
Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 168, dan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang sudah pasti, sehingga dapat langsung diterapkan
sesuai ketentuan tersebut apabila terjadi pelanggaran.
Contoh :

Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang, apabila Pengusaha
Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena
Cukai, atau Penyalur yang wajib memiliki izin yang tidak
menyelenggarakan pembukuan, maka terhadap yang bersangkutan
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam
Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang sudah pasri,
sehingga dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut
apabila terjadi pelanggaran.
Contoh:
Berdasarkan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang, apabila Pengusaha
Pabrik tidak memberitatrukan barang kena cukai yang selesai
dibuat, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena
cukai yang tidak diberitahukan.

Besarnya sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam
Pasal 7A ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang sudaLr pasti, sehingga
dapat langsung diterapkan sesuai ketentuan tersebut apabila terjiai
pelanggaran.
Contoh:
Berdasarkan Pasal 7A ayat (8) Undang-Undang, apabila pengusaha
Pabrik atau Importir Barang Kena cukai yang mendapat penrin<1aan
pembayaran cukai tidak membayar cukai sampai a..,gun jangka
waktu penundaan berakhir, maka terhadap yang ueisangt utan
selain wajib membayar nilai cukai yang terutang, dikenai -sanksi
administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nrlar
cukai yang tenrtang.

Pasal 7
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Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
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Pasal 22
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat tagihan" adalah surat berupa
ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang
cukai, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda,
dan/atau bunga.
Surat tagihan tersebut disampaikan kepada orang yang
dikenai sanksi administrasi berupa denda.

Ayat (2)
Pencantuman identitas yang dikenai sanksi, besarnya sanksi
administrasi berupa denda, uraian pelanggaran pasal
Undang-Undang, dan tanggal jatuh tempo pembayaran
dalam surat tagihan dimaksudkan untuk memenuhi rasa
keadilan bagi orang yang dikenai sanksi administrasi berupa
denda, khususnya agar yang bersangkutan mengetahr-ri
secara jelas ketentuan yang dilanggarnya, sehingga apabila
yang bersangkutan keberatan terhadap pengenaan sanl<sr
administrasi berupa denda dimaksud dapat mengajukarn
keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4989


